PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PROSES PENERBITAN

KARTU KREDIT BANK BNI SYARIAH HASANAH CARD

(Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hmu Syari’

Oleh :

ah

PERPUSTAKAAN

1AIN  SUNANT:AMPEL

> )

SURABAYA

|
No. ,@LAS P
N
[~2a4

o/ﬁ,é

b—— - - — —

AdAL BURUS

hQuingd _' _ 77:‘.5 » 2'11»('/;;4{15;/0 4/4

TANGGAL

_

LAILIYA RACHMALIANA
NIM : C02207047

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penclitian lapangan (field Rescarch) yang berjudul
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PROSES PENERBITAN KARTU
KREDIT HASANAH CARD ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM. masalah yang ditcliti dalam skripsi ini
adalah: I. Bagaimana pencrapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah
hasanah card ditinjau dari uu perlindungan konsumen. 2. Bagaimana penerapan klausula
baku pada penerbitan kartu kredit bni syariah hasanah card ditinjau dari hukum Istam.

Dalam pencelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik
obscrvasi, wawuancars, kepustakaan,  dokumentasi, kemudian  di  analisis  dengan
menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan
menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan hukum Islam.

Dari hasi penclitian ditemukan bahwasanya pencrapan klausula baku di Bank IBNI
Syariah masih belum scsuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun
1998 ayat (1) yang mengatur larangan pencantuman klausula baku yang mana disctiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang tclah dipersiapkan terlebih dahulu secara
sepihak olch pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang
mengikat dan wajih dipenuhiolch konsumen: Sehingga kongumen hanyr bisasmemataihi,
mencriman dan menolak.

Adapun penerapan klausula baku di Bank BNI Syariah masih belum sesuai dengan
ketentuan hukum Islam pada asas A/-/{urriysh (kebebasan) mcrupakan prinsip dasar
dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum pcrjanjian. Pihak-
pihak yang melakukan akad mempunyai kcbebasan untuk membuat perjanjian
(Freedom of making contract), baik dari segi yang dipcrjanjikan (objck perjanjian)
maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, tcrmasuk mencentukan cara-cara
penyelesaian  bila terjadi  scngketa. Kebebasan mcenentukan  persyaratan  ini
dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga
menghindari semua bentuk paksaan, tckanan dan penipuan dari pihak manapun.

Dari penelitian di atas yang menjelaskan tentang pencrapan klausula baku di bank
BNI Syuriah adalah dilarang karcna belum sesuni dengan Undang-Undnng Perlindungan
Konsumen dan hukum Islam.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu kredit sebagai Salah satu Instrument Industry pembiayaan.
Sodzh menjadi budaya global Instrumen keuangan ini memberikan berbagai
kemudshan baik dalam bertransaksi maupun manajemen arus kas. Kartu
kredit memberikan banyak kemudahan bagi para pemiliknya, dari keamanan
sampai pembayaran cicilan bulanan yang minimal.’

Untuk mendapatkan kartu kredit saat ini cukup mudah. Saat ini
banyak sekali sales person kartu kredit dari berbagai bank bergerilya di mal-
mal untuk mencari pelanggan baru. Kariu kredit asal digunakan dengan tepat
akan sangat membantu kita tapi jika digunakan sccara sembrono tentunya
akan membuat kita terbelit dalam tagihan yang makin han manbengkak
Jjumlahnya

Dalam penggunaan kartu kredit di Indoncsia mulai marak sotolah
diregulasi perbankan  dengan diterbitkannya surat keputusan menteri
keuangan no.1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dimana bisnis
kartu kredit di golongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan .2 kartu
kredit di indonesia yang beredar sclama mi telah mengalami pasang surul.

IBobby Melky Tulangow, “Belanja bijak dengan kartu hkredit™, 29 Juli 2008, dalam
http//melkyman xess.com. (4 Febeuari 2011).

2 yohannes Iheabim, Kartu Kredit: Dilematis Ansara Konirak dan Kejahasan, Cet. 1 (Bandung: PT
Refika Aditama, 2004), hal. 13




konvensional permah mencapai 40% menurut data perbankan yang pernah
dipublikasikan.® Masalah utang piutang ini sering sulit diselesaikan antara
pengguna kartu kredit dan bank penesbit kartu kredit konvensional. tak heran
bila mengakibatkan “kekerasan™ karena pola penagihannya terkadang
menggunakan pola-pola kekerasan®

Salah satu akar masalshnya adalah beban bunga dan denda yang
dikenakan. Mengingat kondisi semacam ini, tidak beriebihan rasanya jika
saya menycbut kartu kredit konvensional sebagai kartu ‘Sorry ah' karena
banyak menimbulkan permasalahan pemborosan penggunasn yang berakhir
kepada penyesalan akibat terlibat utang yang sulit dibayar. Sedangkan kartu
kredit syarigh (shari'a card) menggunakan ukad-akad diantaranya :© Kafalah,
Qurd, Lurah Selain perbedaan pade elad-alad yeng digenaicen karte kredit
syanah (shari’a card) juga harus memenuhi batasan-batasan yang ditctapkan
oleh fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indoncsia (MU1).
Terdapat beberapa hal yang harus di penuhi syariah card bedasarkan fatwa
MUI No.54 pada Oktober 2006 diantaranya :
a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau (/srof), dengan cara

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk
melunasi tagihan pada waktunya.

? Bank Indonesia, “kredit macet”, 20 Mei 2003, dalam hitp// www.bi.co.id (12 April 2011)
4 M Gumawwn Yasni, “Kartu Sorry ah Jadi Syariah”, 7 Agustus 2007, dalam
hitp//www.oiiah.com, (2 April 2011)




e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah
Card dan surat persetyjuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tangal 11-
03-2008.

Terdapat tiga model pegjanjian yang digunakan dalam akad BNI
Syarish Hasanah Cand yang telah di sesnaikan dengan Fatwa DSN No.
54/DSN-MUV/X/2006, adapun akad-akad tersebut adalah :

a. Kafalah
BNI adalah penjamin bagi pemegang Hasanah Card terhadap
Merchant atas somua kewgjiban bayar yang timbul dari transaksi antara
peiegang Hasanah Card: deagan’ Meschant, dan atin penaniican (unai
Atas pemberian kafalah, BNI dapat menerima monthly membership
fee.?
b. Qard
BNI adalah pemberi pinjaman kepada pemicgang Hasanah Cand
atas seluruh transaksi pcnarikan tunai dengan menggunakan kartu dan
transaksi pinjaman dana.

c. [ljarah

’ BNI Syasiah, “Lampiran Formuir Aplikass Hasanah Card BNI Syurwh™ (Suabaya  BNI
Syarish, 2001)
¢ id



BNI] adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan
terhadap pemegang Hasanah Card. Atas ijarah ini, pcmegang lHasanah
Card dikenakan annual membership fee
Strong Benefit/Keunggulan :

1. Sesuai tuntunan Syariah
2. Lebih ringan, tidak ada sistem bunga dan monthly fee dihitung dan
3. Falue, tidak kalah menarik dibandingkan Kartu Kredit Konvensional®

Keistimewaan yang dimiliki oleh Hasanah Card telah mendapat peng-
hargaan/pengakuan. di antaranya dari Majalah Propety 6 Bank yang
memberikan penghargaan sebagai Pelopor kartu kredit pertama yang hanya
bisa bertransaksi di Gerai Halal (2009). Selain itu BNI Hasanah Card juga
mendapatkan pengakuan dari ReBi (Rekor Bisnis] pada bulan Mei 2010,
sebagai kartu pertama yang menginspirasi Ber-Wirausaha. Penghargaan ini
diberikan barian Seputar Indonesia (SI) bekerja sama dengan TERA
Foundation untuk memacu prestasi para pelaku usaha di Tanah Air.”

Selain ke istimewaan Hasanah Card di atas, hasanah card ini tidak
menerapkan sistem bunga, namun menggunakan system biaya sewa
berdasarkan prinsip ijarah. Sementara pengelolsan dana kebajikan yang
diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah misalnya late payment fee,
disalwrkan untuk kegiatan kedenmawaan. Selain itu, Hasanah Card juga

7

ibid

8 BNl Syasish, “Keunggulan kartu kredit Hasanah Cand. 20 Mei 2010, dalam
hitp://www.bni.co.id (2 April 2011)

9 Batavisse, "Haxanah Card Pelopor Kartu kredit pertama dalam tramsaksi Halal, 26 Juli 2010,
dalam hetp//basaviase.co.id (13 April 2011)
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schingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang membuatnya. Orang
atau pihak lain itu, dan umumnya konsumen, dapat mencrimanya atau tidak
menesimanya sebagai suatu pesjanjian (fake it or leave 1)\

Secara khusus Islam menctapkan nilai, kctika yang harus di patuhi
dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral berdagang,
pencantuman klausula baku setiap dokumen/perjanjian oleh pelaku usaha
dilakukan sebelun transaksi dan harus di setujui pihak konswmen agar lcbih
jelas hak dan kewajiban masing-masing guna menghindari adanya pihak yang

Begilu juga al-Quran yang menyatakan agar kita menghormati
perjanjian karena hukumnya wajib dan melihat besamya pengaruh positif
dalam aegoelibars perdamaian serta melibat wgensi & saal meayelesailkan
perselisihan dan menciptakan kerukunan sebagaimana firman allah, surat As-
Syuara' ayat 183

el 231§ 15555 ¥ ZaL T G 1,55

Artinya : “Dan jalzganlal; kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan

Jjanganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan"."

Dan dalam agama Islam setiap orang memiliki kebebasan untuk
mengikat diri pada suatu aqad dan wajib di penuhi segala akibat hukumnya
yang timbul dari agad itu, hal ini sesuai finnan Allah SWT. Dalam surat al-

Maidah ayat : 1

10 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengomiar). Cet 2, (Jakarta: Diadit
Media, 2002), hal 94.
! Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, ha). 127
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Artinya: “"Hai orang-orang yang beriman, pemuvhilah akod-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

SaumggwlmyuAIIah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya. ™
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian
dan menulis skripsi yang berjudul “Penerapan Klausula Baku Dalam Proses
Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Hasanah Card) oleh Bank BNI Syanah
Ditinjau sudut Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan
Konsumen™.
Ydzmsifilaned Msralab
Berdasarkan apa yang tclah diuraikan pada latar belakang di atas maka
Penulis mmooba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, scbagai
berikut:
I. Apakah pencrapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit BNI Syariah
(Hasanah Card) telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai Hukum
Islam dan UU Perlindungan Konsumen ,

2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran isi klausula
kartu kredit BNI Syarniah (Hasanah Card).

2 Depag RI, A--Qur'an dan Terjemah, hal. 175



C.

@

Batasan Masalah
Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, penulis membatasi
masalah pada naskah klausula baku yang di berlakukan untuk produk
Hasanah Card BNI Syariah terhadap klausula dari sudut hukum Islam dan
hukum perlindungan konsumen.
Rumusan masalab
Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas sdalah schagai
berikut:
|. Bagaimana pencrapan pesjanjian baku pada penerbitan kartu kredit BNI
syariah hasanah card ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pencrapan perjanjian baku pada penerbitan kartu kredit BNI
syarizh hasanah card ditinjay dari Hukun: Isiam?
Tujuan Peaulisan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
I. Menjclaskan mengenai pesjanjian baku ditinjau dari sudut hukum
perlindungan konsumen dan Hukum Islam.
2. Menganalisis penerapan klausula baku dalam proscs pencrbitan kartu
kredit syariah oleh Bank BNl Syanah ditinjau dari sudut hukum

pertindungan konsumen dan hukum Islam.



F.

G

Kegunsan Penelitian
1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan limu
Hukum pada umumnya dan secara khusus bidang hukum Perikatan atau
Perjanjian Baku.
2. Secara Praktis

Untuk Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberi masukan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang
dalam rangka pembabaruan maupun penyusunan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di bidang hukum perjanjian jual beli melalui kartu
kredit syariah. |

Penbahasan yang mengenai klausula baku / perjanjian baku pemah di
kaji oleh Dewi Setyaningsih dan Arif Zainuddin. Namun pembahasannya
mengenaiPelm.lggamnhukumlabadaplamnganklaumlabakupasalm
undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 dalam tinjauan
hukum Islam. Dalam definisi operasionalnya bahwa obyek atau titik fokus
dalam pembahasannya adalah mendiskripsikan pelanggaran da larangan
klausula baku dalam jual beli yang ada prinsipnya di atur dalam undang-
undang perlindungan konsumen,begitu pula dengan transaksi jual beli dalam

hulam perjanjian meaurut Istam_

13 Dewi setyaningsih, skripsi : Pelanggaran Hidum Terhadap larangan Klausula Baku Pasal 18
Undang-Undang, Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Dalam tinjauan Hukum Islam h.8
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Sebelum Dewi Setyaningsih, pembahasan mengenai undang-undang
perlindungan konsumen juga pemah diteliti oleh Mohammad Nadzir tahun
2003 Jurusan Siyasah Jinayah. Dalam Defini Operasionalnya, Obyck atau
titik fokus dalam penelitian adalah mendiskripsikan pesspektif kedua hukum
tersebut tentang pelanggaran terhadap hukumtentang perlindungan konsumen
yang beshubungan dengan produk yang dapat dikonsumsi, kemudian
membandingkan koasep kedua hukum untuk mengctahui persamaan dan
perbedaannya.'*

Jadi, jika penelitian yang di tulis oleh Moh. Nadzir adalah studi
perbandingan tentang pelanggaran torhadap hukum tentang perlindungan
konsumen menurut undang-undang no. 8 tahun 1999 dan hukum Islam serta
penelitian Dewi Setyaningsih, tentang pelanggaran hukum terhadap larangan
klausula baku pasal 18 Undang-undang peslindungan konsumen no. 8 tahun
1999 dalam tinjauan hukum Islam, maka pada skripsi ini penulis akan
memfokuskan pada perjanjian baku yang tesdapat pada penerapan perjanjian
baku pada proses penerbitan kartu kredt bank BNI syariah Hasanah Card
(Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen)

Dari pemaparan diatas maka perlu analisis lebih lanjut dalam
kaitannya dengan hukum lslam, penelitian tentang perjanjian baku dalam
hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen sepengetahuan
peaulis belum pemah ada yang membahas schingga layak untuk di jadikan
penelitian.

14 Mohammad Nadzir, skripsi : Pelanggaran Terhadap Hidaim Yentang Perlindungan konsumen
Menura Undang-Undang no. 8 talnn 1999 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan ) h.10



H. Metode Penclitian
Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, karena penulis
bermaksud wmtuk menggambarkan Penerapan Perjanjian Baku dalam Proses
Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah Ditinjau dari Hukum
Islam dan Hukum Perlindungan konsumen, dan juga hasil dari verifikasi
kepada orang — orang yang terkait.
1. Data yang dikumpulkan

a. Data yang diambil dengan cara questioner kepada nasabah kartu kredit
Bank BNI — Hasanah Card, tentang pexjanjian sepihak Bank BNI
Syarigh.

b. Data mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum UU peslindungan
konsumen terhadap perjanjian baku Kartu kredit Bank BNI Syariah —
Hasanah Card .

2. Sumber Data
a. Sumber data primer
Yakni sumber data yang mengenai penerapan perjanjian baku
yang terdiri dari :
1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
2) Peraturan Bank Indonesia No.10/337/DPBS tangal 11 Maret 2008

3) Fatwa Dewan Syart'ah Nasional (DSN) No. S4/DSN-MUUX/2006



b. Sumber data sekunder

Data-data yang di ambil dan literatur-literatur berupa buku

buku yang tekait denga penelitian di antarannya :

1

2)

J)

1)

=)
~or

6)

Y]

3)

9

Bobby Melky Tulangow, “Belanja bijak dengan kartu kredit”, 29
Juli 2008, dalam http://melkyman. wordpress.com,

Bank Indonesia, “kredit macet”, dalam hyp// www.bi.co.id (12
Apnil 2011)

M Gunawan Yasni, “Kartu Sorry ah Jadi Syariah”, 7 Agustus
2007, dalam Qttp//www.niriah.com, (2 April 2011)

BNI Syariah, "Lampiran Formulir Aplikass Hasanah (‘and BN/
Syariah” (Surabaya : BNI Syariah, 2001)

BNI Syasiahy, "Keunggulon kortw kredit Hasanoh Cord, 26 Mei
2010, dalam hitp://www.bni.co.id. (2 April 2011)

Johannes Ibrahim, Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan
Kejahatan, Cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2004

Gemala dewi, wirdyaningsih, dan yeni salma "Hukum Perikatan
Islam di Indonesia" Kencana:2006

Ascarya “Akad dan Produk Bank Syariah” PT Raja Grafindo
Persada :2006

Bamo Sudarwanto Pimpinan Bidang Operasional PT.Bank BNI

Syarizh Cabang Surabaya.
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3. Tedaik Pengumpulan Data
Adapun cara yang di gunakan dalam rangka mencari data yang di
periukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa
metode dengan tujuan agar data yang di pevoleh valid, antara lain :
a. Studi Kepustakaan
Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dan
kepustakaan dimana penulis mendapatkan teoriteori dan pendapat
para ahli serta beberapa buku refrensi yang ada hubungannya dengan
masalah yang dibahas.
b. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara
dilakukan secaia langsung dexigan wakii pimpinan Operasional dan
legal officer BNI Syarizh. secara langsung di bank BNI Syari'ah.
c. Wawancara / Interview
Yaitu Suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh infonmasi, wawancara,
pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komukasi
ini di lakukan dalam keadaan saling berhadapannamun komunikasi
dapat dilakukan antara dua orang atau lebih.
d. Dokumentasi
Yakni proses peryampaian data yang dilakukan melalui data
yang tertulis yang memual garis besar, data yang akan di can dan

berkaitan dengan judul penelitian,dalam hal mi dokumentasi yang
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teskumpul adalah berkaitan dengan penerapan perjanjian baku dalam
proses penerbitan kartu kredit bank BNI Syariah.
5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (ficld Research)
yang didukung dengan data kepustakaan (Library Research) yakni dengan
cara membuktikan kebenaran dani teori yang ada yang berkailan dengan
klausuls baku yang dibuat secara scpihak dan klausula baku dalam
undang-undang perlindungan konsumen, kemudian hasilnya di catat dan di
kualifikasikan menurut kerangka yang sudah di rencanakan. Dalam
penelitian ini di pegunakan metode /ndukiif, yakni cara penyajiannya di
mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir di ambil
kesimpulan yang bersifat khusus,sedangkan metode ini digunakan dalam
menganalisa data tentang perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu

kredit bank QNI Syariah.

L Definisi Operasional
1. Klausula Baku

Klausula Baku menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor
8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atan
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahuliu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen

dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenohi oleh konsumen.

15 Undang-undang Peslindungan Konsumen 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Cer . 6
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 3
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Syariah Card

Syariah Card atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi
seperti karty kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang
sudah ada) antara para pibak berdasarkan prinsip syariah scbagaimana
diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No. 54/DSN- MUI/X/2006 Tentang Syariah Card."®
Hukum Islam

Peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai
kekuatan mengikat, perangkat peraturan itu digali dan berdasarkan pada
alQur'an, Assunnah, Ijma' para sahabat dan para tabi'in, pcraturan
tersebut di rumuskan untuk mengatur tindakan lahir dari manusia yang
dikenni bukuman. 7
Hasanah Card

Kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi scbagai kartu
kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip
syariah scbagaimana diatwr dalam fatwa dan bertyjuan untuk
memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap

16 Fatwa DSN No. S#/DSN-MUVX/2006 Temtang Syartah Cand.
' [smail Nawawi, Hidaun Perfanjian dalam Perspektif Islam, (Surabaya: Putra Media Nusantara,

2010), b2
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K. Sistematilka Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk

mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka

penulis menyusun sistematika penulisan yang terdin dari lima bab yaitu :

BablI:

Babll:

Bab Il :

Merupakan pengantar pada pembahasan berikutnya, bab ini
merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu. Bab ini
meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kajian
Pustaka, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika
Penulisan, Kajian Pustaka dan Daftar Pustaka

Berisikan Landasan teori sejarah Lahimya Perjanjian Baku,
Pengesgen  Perjanjian Baku, ' Ciri-ciri Pesjanjian Barg, 'Cara
Pencrapan Syarat-syarat Perjanjian Baku, Pendapat Para Sarjana
Menggmi Keabsahan Perjanjian Baku, Perjanjian Baku Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Temang Perlindungan
Konsumen, Perjanjian Menurut Hukum Islam, Asas-asas Perjanjian
Menurut Hukum Islam, Batalnya Perjanjian Menurut Hukum
Islam, Prosedur Pembatalan Perjanjian Menurutl Hukum Islam.
Diskripsi Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah Hasanah Card Di
Bui Syariah, Latar Belakang Bank BNI Syariah, Sejarah Berdirinya
Bank BNI Syariah, Visi, Misi dan Moto Bank BNI Syariah, Tujuan
Didinkan Bank BNI Syanah, Kartu Kredit Syanah Hasanah Card,
Pengertian Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Dasar Hukum



Bab IV :

BabV:

Kartu Kredit Syariah Hasanah Card, Syarat Umum I'esmochonan
Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah, Konsep produk kartu kredit
hasansh, Akad Kartu Kredit Hasanah, Ketentuan limit kartu, Tabel
Arnual membership fee dan Monthly Membership Iee, Proses
Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card

Merupakan Analisis Mengenai Penerapan Perjanjian Baku dalam
Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah
yang Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan
Konsumen.

Merupakan Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan, saran-saran
dan daftar kepustakaan.



BABII
PERJANIJIAN BAKU
DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN HUKUM ISLAM

A. PERJANIJIAN BAKU
1. Scjarah Lahirnya Perjanjian Baku (Standard Agroemont)

Menurut sejarah, Perjanjian Standar (13uku) scbenarnya sudah di
kenal sejak zaman yunani kuno (423-347 SM), Revolusi Industri yang
terjadi di awal abad ke-19 tclah menychabkan munculnya porjunjian atau
kontrak baku. Pada awalnya, timbulnya produksl massal durl pabrik-
pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan perubshan apa-apa.
Tetapi "standardisasi” dari produksi ternyata mcembawa desakan yang
kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian.'’

Hampir 99 persen perjanjian yang di buat di Amerika serikat
berbentuk perjanjian standar begitu juga di Indonesia perjanjian standar
bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang sccara yuridis
masih kontroversional misalnya, di perbolekan membeli satuan rumah
susun secara inden dalam bentuk perjanjian standar.”

Dalam perumusan kontrak atau perjanjian tertulis dibutuhkan

keterampilan redaksional hukum yang hanya dimiliki oleh ahli hukum

¥ Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesis,
cet, 3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 204
% Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesis, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 146
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atau pengacara yang tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Atas
dasar itulah maka banyak orang menggunakan perjanjian sejenis yang
pernah dibuat dan digunakan kemudian dibuat secara massal.?! Perjanjian
baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan
negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial,
ekonomi, dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam
dunia bisnis sejak lebih dari delapan pulu tahun lamanya. Adanya kontrak
baku karena dunia bisnis memang membutuhkannya. Oleh karena itu,
kontrak baku diterima oleh masyarakat.”

Sebenamya perjanjian standar tidak perlu selalu dituangkan dalam
formulir walaupun memang lazimnya di buat sccara tertulls, scperl
contohnya dapat di buat dalam bentuk pengumuman yang di tempelkan di
tempat penjual menjalankan usahanya,”

2. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjlan baku dischut juga perjanjion standar, dalum bahasa
inggris disebut standar kontrak, standar persctujuan. Kate baku atau
standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagal patokan atau pedoman
bagi sectiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan
pengusaha, Yang dibakukan dalam perjanjian buku meliputl model,

rumusan dan ukuran, 2*

2!Gemala dewl, h. 204-205.

2 rbid

BCelina Tri Siwi Krisyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008 ), h.
138

# Abdulkadir Muhammad, Perfanjian Baku Dalam Prakiek Perusahaan Perdagangan, Cet. I,



Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian  baku  lalah
perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan olch
pihak yang membuat klausula tersbut, schingga pihak yang lain pada
dasamya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta
perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya
menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal
lainnya yang spesifik darl obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain
yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya. Oleh
karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notarls, bila dibuat

oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja
klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan

pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau
meminta perubahan atas klausul-klusul itu, maka perjanjian yang dibuat
dengan akta notaris itu pun adalah perjanjian baku.**

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas
kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan
yang seimbang dengan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kata
sepakat melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam
perkembangannya, banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis terjadi
bukan melalul proses negosiasl yang scimbang diantara para pthak. Salah

satu pihak telah menylapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir

sBandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 6

5 Sutan Remy Sjahdeini, Kebobavan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Soimbang liagl Para
Pihak Dalam Pogjanfian Krodit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir indonosia, 1993), hal,
66.
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perjanjian yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk
disetujul dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sckall kepada
pihak lainnya untuk meclakukan ncgosiasi atus syarat-syarat yang
disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dischut juga perjanjlan baku
atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.?

Untuk menyebutkan beberapa contoh mengenal  penggunaan
perjanjilan baku di dalam berbagal transaksi adalah polls asurans,
konsumen perkapalan (5/// of lading), perjanjian jual bell mobll, porjan)ian
credit card, transaksi-transaksl perbankan sepertl perjanjlan rekening
koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari
perusahaan real estate, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-
contoh lalnmya.?’

Ciri-cirl Perjanjian Baku

Sesual dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-
cirl perjanjlan baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan
tuntuntan masyarakat. Cirl-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi
dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan
pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-
syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena
konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh

pengusaha.”®

%6 Sutan Remi, 65-66

2 rbid

B Mubammad, 6



Ciri-ciri perjanjian baku tersebut adalah:
a. Perjanjian Berupa Bentuk Tertulis
Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah

perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat
syarat-syarat baku. Kata-kata atau pernyataan kehendak yang termuat
dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik
atau akta di bawah tangan. Karena dibuat sccara tertulis maka
perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-
kata atau susunan kallmat yang tcratur dan rapl. Jika huruf yang
dipakal koollkoell, kolthutan fsinyn sangnt picdat dun sulit dibacs
dalam waktu singkat.Inl merupakan kerugion bagl konsumon, Contoh
perjanjian baku lalah perjanjlan Jual beli, polis usuransi, charter party,
kredit dengan jaminan scdangkan contoh dokumen buktl perjanjian
ialah nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan,

b. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran.

Format inl dibakukan artinya sudah ditentukan model, rumusan dan
ukurannya, schingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan
cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa naskah
perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan
naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang
memuat syarat- syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat

dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau
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secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang hanya dipahami
oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya
dalam waktu singkat. Ukuran kertas perjanjlan ditentukan menurut
model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang
dipergunakan. Contoh format perjanjian baku ialah polis asuransi,
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan
kartu kredit, konosemen sertifikat obligasi.”’

Bysrat=syasss Posgjanjian Diteatukan oloh Pongusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak
ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi
pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh
pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha
dari pada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat
diketahui melalui format perjanjlan yang sudah siap pakai, jika
konsumen setuju, maka di tanda tangani perjanjlan tersebut.
Konsumen hanya Menerima atau Menolak

Jika konsumen bersedia mencrima syarat-syarat  porjanjian
yang disodorkan kepadanya, maka di tanda tengani perjanjian i,
Penandatanganan terscbut menunjukkan bahwa konsumon bersedia
memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin fa tiduk bersaluh,
Jika konsumen tidak sctuju dengan syarat-syaral perjanjion yang

disodorkan itu, ia tidak bolch menawar syarat-syarat yang sudah

2 1bid, 7
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dibakukan itu. Mcnawar syarat-syarat baku berarti  menolak
perjanjian. Pilihan menerima atau menolak Int dalam bahasa Inggris
diungkapkan dengan "1ake it or leave if”,
. Menguntungkan Pengusaha

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan
perjanjian ialah dari lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis
biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat baku dimuat
lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang
tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen

bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian
baku yang dirancang sccara sepihak oleh pengusaha akan
menguntungkan pengusaha berupa:
a. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga
b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir
atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani
c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan/atau
menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya
d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.
Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan
Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar
(baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam
pelaksanaan perjanjian, maka penyelesainnya dilakukan melalul

arbitrase. Tetapl jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup
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kemungkinan penyelesaian sengketa melalul Pengadilan Negerl.Sesual
dengan nilai-nilal Pancasila, maka pengusaha di Indoncesta scbelum
menempuh penyelesalan melalul pengadilan, menyclesalkan sengketa
melalul musyawarah.”
4. Cara Ponerapan Syarat-syarat Perjanjian Baku
Syarat-syarat baku diberlakukan melalul perjanjian lsan atou
tertulls. Untuk mengetahul cara memberlakukan syarat-syarat baku dalam
praktek perusahaan, perlu ditclaah melalui kasus yang teluh diputus oleh
pengadilan, karcna putusan pengadilan telah memberikan  kepastian
hukum pada metode pencrapan syarat-syarat baku. Berdasarkan prakick
perusghaan yang diakui oleh pengadilan yang paling banyak terjadi,
Hoadius (1976) mengemukakan cmpat cara atau meiode memberiakukan
syarat-syarat baku, yaitu:
a. Penandatanganan Dokumen Perjanjian
Dalam dokumen perjanjian dimuat sccara lengkap dan rinci
syarat-syarat baku. Ketika membuat perjanjian dokumen tersebut
disodorkan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani.
Dengan penandatanganan itu konsumen menjadi terikat pada syarat-
syarat baku (ywrisprudens/). Dokumen perjanjian itu dapat berupa
naskah perjanjian, formulir permintaan asuransi, formulir pemesanan
barang, surat angkutan barang, surat tanda servis, polis asuransi dan

sebagainya.

30 1bid ., 9



Dalam Perjanjian tertulis, pembuatan pesjanjian  dapat
didahului oleh dokumen permintaan, pemesanan yang diisi oleh
konsumen. Atas dasar dokumen ini kemudian oleh pengusaha
disiapkan naskah perjanjiannya untuk ditandatangani oleh konsumen
yang bersangkutan. Naskah perjanjian ini memuat secara lengkap dan
rinci syarat-syarat baku. Banyak nasabah tidak membaca secara rinci

' Syarat-syarat baku schingga tidak memahami isi perjanjian baku yang
disodorkan tersebut atau ada yang membacanya tapi tidak memahami
maksud dari klausula-klausula tersebut yang terkadang jumlah
lembaran perjanjiannya cukup banyak dan dicetak dengan huruf yang
kecil-kecil. Hal demikian scringkali menyebabkan pihak yang disodori
untuk menerima syarat-syaral baku tersebut merasa enggan untuk
membacanya terlebih lagi  apabila harus  mempcelajari  dan
memahaminya.

b. l‘embenlahnan Melalui Dokumen Perjanjian\

Menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak di
atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani olch konsumen,
misalnya konsemen, surat angkutan, surat pencrimaan, sural pesanan,
noia pembelian. Syaral-syarat baku lersebut ditetapkan oleh pengadilan
sebagai bagian dari isi perjanjian yang diberitahukan melalui dokumen
petjanjian. Dengan demikian, konsumen terikat pada syarat-syarat
baku itu. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah dokumen perjanjian

memuat naskah syarat-syarat baku atau hanya menunjuk kepada
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naskah syarat-syarat baku. Supaya konsumen terikat pada syarat-syarat
baku, dokumen perjanjian harus sudah diserahkan atau dikirimkan
kepada konsumen sebelum, atau pada waktu, atau sesudah dibuat
¢. Penunjukan Dalam Dokumen Perjanjian

Dalam dokumen perjanjian tidak dimuat atau tidak ditulis
Syarat-syarat baku, melainkan hanya memunjuk kepada syarat-syarat
baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk syarat
penyerahan barang atas dasar klausula FOB atau CIF. Ini berarti bahwa
syarat baku mengenai penyerahan barang atas dasar ketentuan FOB
atau CIF berlaku dalam perjanjian itu. Selain itu, yurisprudensi juga
menetzaplcan bahwa dengan peminjukan kepada tanda suatu badan ataxu
organisasi berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh badan atau
organisasi yang bersangkutan. Misalnya dalam formulir permohonan
penutupan asuransi kerugian tertera tanda atau lambang "Lloyd”, ini
berarti bahwa terhadap asuransi kerugian yang dibuat oleh penanggung
dan tertanggung itu berlaku syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh
badan asuransi Lloyd.

d. Pemberitahuan Melalui Papan Pengumuman

Syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian
dengan cara pembenitahuan melalui papan pengumuman.  Melalui
pemberitahsan itu konsumen tenkat pada syat-syaral perjanjian yang

ditetapkan oleh pengusaha. Untuk itu pengadilan menetapkan bahwa
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papan pengumuman itu harus dipasang di tempat yang jclas, mudah
dilihat, ditulis dalam bentuk huruf dan bahasa yang scderhana, serta
mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat  Papan  pengumuman
semacam ini dapat dijumpai pada pcrusahaan perbengkelan,
perusahaan pengangkutan, toko swalayan dan lain-lain."'
5. Pendapat Para Sarjana Meagenai Keabsahan Perjanjian Baku
Ada beberapa pendapal para sarjana mengenai  keabsahan
pegjanjian baku, seperti :

a. Sluitjer bespendapat bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, karena
kedudukan pengusaha (yang berhadapan dengan konsumen) seperti
pembentuk undang- undang swasta (legio particuliere weigever).

b. - Pide mengatalcan- bahwa - perjanjian - balu - adalsh  peranjian: palsa
(dwang contract), karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh
Pacta Sunt Servanda telah dilanggar. Pihak yang lemah yaitu debitur
terpaksa .mcnclima hal tersebut sebab mereka tidak mampu berbuat
lain.

c. Stein berpendapat bahwa ia dapat menerima perjanjan baku karena
dalam perjanjian baku terdapat fiksi adanya kemauan dan kepercayaan
bahwa para pihak man mengikatkan diri pada perjanjian itu, jadi tidak
ada kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada para pihak

khuswsaya debitur.

3 pid,, 25-26
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d. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang

menandatanagani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang
ditandatanganinya, maka yang bertandatangan tersebut mengetahui dan
menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya

Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan
mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di lingkungan
masyarakat dan perdagangan.

Perdebatan para sarjana ini berakhir dengan dimuatnya pasal khusus
mengenai syaral-syarat pesjanjian baku dari suatu perjanjian dalam
Nieuw Nederlands Burgeriyk Wethoek yang mulai berlaku | Januari
1992. Pasal-pasalnya yaitu Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (Algemeen
gedecite van hei verbinienissenrecht), Titel S ((vereenkomsten in het
algemeen)

Pengadilan di Amerika Serikat menerapkan asas unconscionability

sehubungan dengan keabsahan perjanjian baku. Asas wunconscionability

memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan

sebagian bahkan scluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang

dirasakan bertentangan dengan hati nurani (unconscionable).”*Petjanjian

unconscionable sering digambarkan sebagai perjanjian yang tidak adil.

Menurut Corley dan Shedd, bersifat conscionable (tidak

bertentangan dengan hati wmurani) apabila syaral-syarat matenalnya
mencolok, dapat dimengerti oleh orang awam, dan harus merupakan hasil

2id
16id, 70
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dani proses tawar-mepawar yang mumi artinya salah satu pihak tidak
memaksakan syarat-syarat tersebut terhadap pihak lain. Oleh karena
unconscionability menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum, maka sulit untuk meramalkan kapan pengadilan akan atau tidak
akan berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah unconscionable.
Keabsahan dari pesrjanjian baku dapat dilihat dari apakah perjanjian
baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula
secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga
perjanjian baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang
menggunakan perjanjian baku tersebut. Maksud berat sebelah disini adalah
dalam perjanjian tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu
pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut)
tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-pihaknya dan
sebaliknya hfmya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak
lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak

disebutkan >

B. Perjanjian Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 ‘Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahunl999 me Pedindungan Konsumen

selanjutnya disebut UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku,

tetapi pada Pasal 1 angka 10 UUPK merumuskan sebagai berikut :

* Ibid,. 11



Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarul-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara scpihak olch peluku
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.**

Sebelum lahimya UUPK, dalam berbagai literatur lebih banyak
digunakan istilah “perjanjian baku” atau "standard contract” kini dalam
UUPK menggunakan istilah "klausula baku”. Semua istilah tersebut benar,
mengingat istilah pe(ianji#n baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula
baku yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
di dalam suatu perjanjian, tetapi juga meliputi bentuknya.*

Mengenai ketentuan klausula baku diatur dalam Bab V UUPK, dan
hanya terdiri dari satu pasal, vaitu Pasal 18 UUPK. Secara prinsip Pasal 18
UUPK ini mengatur dua macam larangan yang berlaku bagi para pelaku usaha
yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya. Pasal 18
ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2)
mengatur bentuk serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.*’

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausula bakn dalam perjanjian yang dibuatnya apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen.

% Undang-undang Perdindungan Konsumen 1999, {/ndang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Cet . 6
Jakarta: Sinar Geafika, 2009), h 13

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen, Ed. |, Ce. 2 (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1§
"bid, bal 19-20
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3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen.

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan scgala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli olch konsumen secara
angsuran.

S. Menagatur perihal pembuktian atas hilangnya kcgunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa alau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya.

8. Menystakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, Pelaku usaha dilarang
mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau
tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

C. Perjanjian Menurut Huoknm Islam
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Kegiatan perbankan dalam mengaplikasikan produk jasanya tidak
terlepas dari proses transaksi dengan menggunakan perjanjian. Dalam istilah
Jigh muamalah perjanjian disebut dengan aqd atau agad.

Dalam Al-Qur’an setidaknya menyebutkan dua istilah yang berkaitan
dengan perjanjian yaitu kata-kata akad (a/_aqdu) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu )
kata secara etimologis berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (al-
ittifaq). A1-Qur’an memakai kata ini dalam perikatan dan perjanjian. Hal ini
dapat dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat 1. Sedangkan kata a/-'‘ahdu secara
etimologis berarti masa, pesan, penyempumaan dan janji atau perjanjian.Hal
ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isro ayat 34.%®

Menurut para ahli hukum Islam, kata akad didcfinisikan scbagai
hubungan amtara /jab dan (Jabul sesuai dengan kchendak syariah yang
menctapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objck perikatan *

Istilah akad diatas sepertinya lebih umum dan’ mengikat kepuda pura
pihak yang melakukan perikatan. Karena itu, istilah akad diatas dapat
disamakan dengan istilah perikatan atau verbiterus. Istilah al-‘Ahdu dapat
dikatakan sama dengan istilah pcrjanjian atau overcenkoms, yang dapat
diartikan sebagai suatu pernyataan dani seseorang untuk mengerjakan atan
tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkutl pautnya dengan kemauan
pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan. Itulah yang
diisyaratkan dalam Al-Qur’an surat Ali-lmran ayat 76.%

3 Matiam Darus Badrul Zaman, kompilasi Hidaum Perikatan.cer 2. (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001) hal 247.

* Ibid

© mid, b 248
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Definisi akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus
merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang
perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Pengertian
akad diatas juga mengindikasikan bahwa akad mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :

1. Akad diwujudkan dalam ijab dan qobul. Jjah adalah pernyataan pihak
patama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendakmya untuk
melakukan akad. Sedangkan Qobul/ adalah menerima artinya pihak kedua
menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama untuk melakukan
akad. Jjab dan Qobul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela
timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang

2. Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa seluruh perikatan
yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian,
aktivitas yar;g dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau
sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

3. Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan
kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan satu pihak (yang
melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Pengertian akad diatas merupakan akad secara khusus. Sedangkan
pengertian akad yang lebih bersifat wmum di mana cakupannya Icbih luas,
bukan hanya perjanjian yang bersegi dua atau perjanjian yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih seperti jual beli dan sewa menyewa tetapi juga mencakup
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scgala tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, sekalipun dilakukan

secara sepihak seperti waqaf, hibah, ccrai dan sebagainya.*'

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah

(sayyid sabiq, 11. 1987: 178-179 ) :*

a.

Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu
bukanlah perbuatan yang bukan bertentangan hukum atau perbuatan yang
melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan
syariah adalah tidak sah.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan
hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits
sasilullah SAW, yaag artinyz berbinyi :

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah
adalah bathil, sekalipun seribu syarat”. (Sayyud Sabiq, 11, 1987 : 178).

. Harus Sama Ridla dan ada piliban

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak adalah
haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-
masing pihah ridla/rela akan isi perjanjian tersebut.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu
kepada pihak yang lain, dengan seadirinya pegjanjian yang di adakan tidak

2 1bid
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rela sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki. Bentuk
transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak
dan dinyatakan batal demi hukum. Dasar dan asas ini adalah QS.
4:29.

b. Asas manfaat, ialah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan
nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang benmanfaat bagi
kedua belah pihak Syariah Islam mengharamkan akad yang
berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat seperti
Jjual beli benda-benda yang diharamkan dan atau benda-benda yang
tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Dasar dari asas ini
adalah QS.12:56.

c. Asas keadilan, dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi
ekonomi (bank dengan nasabah) harus beslaku dan diperlakukan
secara adil dalam kontcks pengertian yang luas dan kongkrit.

d. Asas saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan oleh
pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan
semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak
dengan merugikan pihak lain. Jual beli (perdagangan) yang
mengandung unsur Gharar (penipuan) diharamkan, karena hanya
menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Demikian pula dengan praktik perjudian  yang hanya
menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak bahkan
masyarakat luas.
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Menurut Fatwrrabman Djamil, dalam buku “Kompilasi Hukum
Islam"”, asas-asas perjanjian syariah tidak hanya mencakup keempat asas
diatas, tetapi juga terdapat asas-asas lain dalam membuat suatu perjanjian.
Asas-asas tersebut antara lain :

a. Al-Hurripah (kebebasan)

Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan
meaupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang
melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian
(Freedom of making contract), baik dari segi yang diperjanjikan (objek
perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan  lain,
termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.
Kebebasan mencatukan  persyaratan iné - dibenarkan  sefama’ tidak
bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga
menghindari semua bentuk paksaan, Mm dan penipuan dari pihak
manapunAdapununsurpaksaandanpanas&mgankebebasanbagl
pibak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang
dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.Landasan asas
ini adalah QS. Al-Baqoroh ayat 256, Al-Maidah ayat 1,An-Naba ayat
30.

b. AlMusawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu
dengan yang lainnya. l.andasan asas ini adalah QS.49:13.
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c. As-Skidg (Kejojuran dan kebenaran)
Para pihak tidak diperbolehkan berdusta, menipu  dan

melakukan pemalsuan kctika mereka manbuat peganjian, tetapi
pesjanjian harus dilakukan atas dasar kejujuran dan kebensran.
d. AKFKitabak (Tertulis)

Surat Al-Bagoroh ayat 282-283 mensyaratkan agar akad yang
dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang
melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan
kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit).
Disamping itu perlu adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk
kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.*

3 Batfalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam
Secara umum tentang pembatalan petjanjian tidak mungkin di
laksanakan, §ebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak
yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan
pesjanjian dapat di lakukan apabila :
a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka
wakiu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila
telah sampai pada waktu yang telah di perjanjikan, secara otomatis
(tznsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallsh perjanjian yang
telah diadakan para pihak.

“ Mariam Darus Badrul Zaman, Kompilasi Hulaum Perikatan, cer 2. (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2001), h. 249-251



Dasar Hukum tentang hal ini dapat di libat dalam ketentuan
hukum yang terdapat dalam al-qur’an surat At-Taubah ayat 4 yang
artinya berbunyi:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan
pevjanjian (dengan mereka),dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun
(dan isi perjanjianmu)dan tidak (pula) mereka membantu seseorang
yang lgxemumhi kamn, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya
sampai batas waktunya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang ",

(Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990 : 278)%

b. Salah Satu Pihak Menyimpang Dari Perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang
dasi apa yang telab dipesjanjikan,maka pihak lain dapat membatalkan
perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk pembatalan perjanjian. oleh salah  satu pibak
apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang (clah di perjanjikan
adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 7
yang artinya besbunyi :

“maka selama mereka berlaku jujur (lurus) tcrhadapmu, hendaklah
kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertagwa”. (Dewan Penyelenggara
Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990 : 278)*
c. Jika ada kelancangan atau bukti pengkhianatan (penipuan)
Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan

telah pula ada buktu-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan

Sihid, b 256
&%
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pengkhiatan teshadap apa yang telah di perjanjikan, maka pesjanjian
yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang
terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya
berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) adanya penghianatan dan
suatu golongan, maka kembalikanlah peganjian itu kepada mereka
dengan jujur,sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berkhianat”.

(Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1990 : 270)"

4 Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara :

a

Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian
tersebut di beri tabu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah
diikat akan di hentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga
diberitahu alasan pembatalannya.
Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian di hentikan
secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar
pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk
bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Adapun Dasar hukum ketentuan ini adalah di landaskan kepada

ketentuan hukum  yang terdapat dalam surat Al-Anfel ayat 58

scbagaimana di kemukakan di atas.




Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kenbalikaniah
perjanjian kepada mereka dengan cara baik”, cara baik di sini di tafsirkan
secbagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk

pemutusan perjanjian secara total *®

“* Chairuman Pasaribu, Suharawardi k Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), b 6-7
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DISKRIPSI PROSES PENERBITAN

KARTU KREDIT SYARIAH HASANAH CARD DI BNI SYARIAH

A. Bank BNI Syariah
1. Latar Belakang Bank BNI Syariah
8. Kcgiatan sistem pembayaran dengan alat pembayaran yang berupa
kartu telah berkembang di scluruh sektor bisnls,
b. Pertumbuhan industrl keuangan syarlah yang sangat tinggl.
¢. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan kartu kredit berbusls
syariah cukup tinggi.
d. Menunjukkan _komitmen  BNI yang  berkelunjutan  di - segimen
perbankan syariah dan sokullgua schagai market leader di biunls kartu,
¢. Telah terbit kartu kredit yang berbasis syartah di lndonesta , yaknl
Hasanah Card darl BNI Syarlah dan Dirham Card darl Danamon
Syariah.
2. Secjarah Berdirinya Bank BNI Syariah.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan
sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat
terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000

43



didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di
Yogyakarta, Malang, Pckalongan, Jepara dan Banjarmasin. Sclanjutnya
UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor
Cabang Pembantu,

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di
Kantor Cabang BNI Konvensional (office abmnefllng) dengan lebih
kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam
pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan
kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI
Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi
aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa
status UUS bersifat temsporer dan akan dilakukan spin ofI'tahun 2009.
Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan
beroperasinya BNI Syariah scbagal Bank Umum Syariah (3US). Realisasl
waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari fuktor cksternal berupa
aspek regulasi yang kondusif yaltu dengan diterbitkannys UL No.19
tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSM) dan UU
No.2] tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diswmping itu, komitmen

Pemerintah terhadap pengembangan porbankan syariah scmakin kuat dan
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kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah jugn semakin
meningkat.*
3. Visi, Misi dan Moto Bank BNI Syariah
Visl : Menjadi Bank Syarigh pilihan masyarakat yang unggul dalam
layanan dan kinerja.
Misi Bank BNI Syariah adalah:
a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.
b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan
syariah.
¢) Memberikan nilal investasi yang optimal bagl investor.
d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
Moto : Memberikan kenyamanan dalam setiap transaksi
4. Tujuan Didirikan Bank BNI Syariah.

Tujuan Didirikanny.a Bank BNI Syariah yakni ketika krisis
moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan
syarigh. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan
dan maslahat mampu menjawab kcbutuhan masyarakat terhadap sistem
perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang

No.10 Tahun 1998, Disamping [tu nasabah juga dapat menikmati layanan

“ www,bnisyariab.co.dd ( 4 Juni 2011)
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syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channclling) dengan

lebih kurang 750 outlet yang terscbar di scluruh wilayah Indonesta.

B. KartuKredit Syariah Hasanah Card
1. Pengertian

Dari sisi istilah kata hasanah merupakan kata scrapan darl bahasu
arab. Ditinjau dari gramattkal arab, ilmu nahwu kata hasanuh termasuk
kata benda yang sifatnya muanas (Jenls perempuan) karena mendapatkan
tambahan “ta” kartu pemblayaun hasanah berartl keutamaon, kebatkan,
keamanan, keschatan badan, cukup harta, keluargn sakinah, unggul dalum
persaingan,

Kartu kredit hasanah merupakan kartu  kredlt  dengan
menggunakan prinsip syariah. Bertujuan untuk memudahkan system
pembayaran,_ sebagai kartu kredit jaminan atas setiap transaksi pembelian
barang dan jasa.*’

Sesual dengan ketentuan syariah kartu kartu hasanah lebih ringan,
dengan value (fitur dan program) tidak kalah menarik dari kartu kredit
konvensional yaitu mendapalk?m gratis iuran tahunan pada tahun pertama
(syarat transaksi berapapun), Executive Lounge (Gold & Platinum), Fitur
sama dengan Kartu Kredit BNI.

BNI meluncurkan tiga tipe kartu kredit hasanah yaitu classic, gold

dan platinum. Dengan model fitur sebagai berikut:

“SBarno, Wawarncars, Surabaya,20 Mei2011.



»  Smart spending Sesuai katalog dengan cicilan 0%

» Cash Advance dengan keterangan 40% dari limit kartu

» Dana plus dengan Fasilitas transfer dana dari Hasanah Card ke
rekening mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 Jam BNI
Call dengan biaya sesual dengan ketentuan yang berlaku

»  Increasing Limit Temporary dengan ketentuan 50% dari limit kartu,
tidak perlu menambah goodwill investment, jangka waktu maksimal
1 bulan

> Prisal plus dengan menggunakan asuransi syariah

» Transter Balance Fasllitas transfer tagihan ke kartu kredit bank
lainnya atas nama pemegang kartu sendiri scrta dapat diclcll selama
12'bulan. Jumlah yang dapat ditransfer minhmal Rp. 506.000,-
hingga Rp 10 juta dengan ketentuan 80% darl limit kartu.

»  Excecutive Lounge

» Pembay;:tran melalul ATM dapat dilakukan i Melalul ATM BNI,

BCA, Mandiri, Permata.*

. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam kartu kredit hasunah adalah
Fatwa Dewan syariah Nasional Majlis Utama Indonesia No 54/ DSN-
MUI/X/2006 tentang syariah card dan surat penctapan dari Bank

Indonesia No.10/337/Dpbs tanggal | 1-02-2008.%

“°BNI Syariah, “ Hasanah Card’ (Surabaya: BNI syariah, 2011), 9.
“’BNI Syariah,” Kart kredit Hasanah," dslam http/www bnisyariah.co.id (3 Juni 2011)
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Sesual dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006

“‘Syarfali card” di dcfinisikan scbagai kartu yang berfungsi scbagai kartu

kredit yang memiliki hubungan hukum antara para pihak berdasarkan

prinsip syariah sebgai mana yang di atur dalam fatwa.

. Syarat Umum Permohonan Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah.

Kartu hasanah go/d

1) Penghasilan minimal 60 juta pertahun

2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun
3) Pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun maximal 65 tahun
Kartu hasanah classic

1) Penghasilan minimal 25 juta pertahun
2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun

3) Pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun maximal 65 tahun
Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir
yang isinya aplikasi kartu kredit hasanah BNI syariah antara lain:
1)  Karyawan/TNI/Polisi : foto copy KTP/passport, bukti
penghasilan
2)  Dokter/professional: foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan,

dan surat ijin profesi.

" 3)  Pengusaha : foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan dan akta

pendirian STUP.
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4, Konsep produk kartu kredit hasanah
1) BNI menjamin card holder terhadap mierchant atas scmun kewajlban

bayar yang timbul dari transaksi monggunakan [ Hasansh Card termasuk

cash advance.

2) Darl ATM non BNI). Inl mcrupakan Implemontast  darl akad katislah
pada form aplikasi Hasanah Card. Kemudian BNI berhak mendapat
annual membership fec (luran tahunan).

3) BNI memberikan pinjaman atas cash sdvance melalul ATM BNI dan
transaksi belanja melalul merchant atau cash advance dart ATM non
BNI. Implementasi darl akad a/-gard pada form aplikasi Hasanah
Card. KemudianBNI berhak atas fee penarikan tunal yang besarnya
tidak dikaitkan dgn jumlah penarikan.

4) BNI menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi card holder.
Implementasi dari akad /{farah pada form aplikasi Hasanah Card.
Kemudian BNI berhak mendapat monthly membership fee(iuran
bulanan) dan merchant fee. |

Pada konsep kartu kredit hasanah di jelaskan mengenai
pendapatan yang diperoleh dalam kartu tersebut adalah berasal dari:

a) Annual Membership Fee/Annual fee (berasal dari akad kafalah) => fix

b) Monthly Membership Fee> fix (berasal dari akad fjarah, diberikan
discount berdasarkan jumlah transaksinya dalam bentuk cash rebate <>
agar setara dengan bunga).

¢) Merchant fee (berasal dari akad jjarsh) <> sesual transaksi



d) Cash advance fee (fee penarikan tunai)
¢) Denda keterfambatan: Bunga keterlambatan menjadi dana sosial dan
“biaya penagihan boleh diakui sebagai pendapatan 7a'wid *
. Aked Kartu Kredit Hasanah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 akad
yang digunakan dalam kartu kredit hasanah adalah:
a. Akad kafalah
Penerbit Kartu adalah penjamin (kafl)) bagi pemegang kartu
terhadap merchant ates somua kewajiban bayar (/ayn) yang timbul dari
transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan
tunal solain bank atuu ATM bank penorbit kartu.Atas pomberiun
Kalalah, penerblt kartu dapat mencriima fee (yfrah).
b. Akad al-gard
Penerbit kartu adulsh pemberi pinjoman (muyridh) kepada
pemegang kartu (mugtarid) melalul Penarikan tunal darl bank ateu
ATM bank penerbit kartu.
c. [jaah
Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan
pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Jjarah ini, pemegang kartu
dikenakan membership fee (annual fee). Dalam menggunakan kartu

pembiayaan hasanah juga ada ketenuan mengenat batasan penggunaan

““Barno, Wawancars, Surabaya, 3 Juni 2011,
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kartu kredit tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-
MUI/X/2006 yaitu:

» Tidak menimbulkan riba

> Tidek digunaken untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah

» Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (isyraf), dengan
cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

» Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk
melunasi pada waktunya.

» Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

6. Ketentuan limit kartu, Annval membership fee dan Monthly Membership
Fee

a. Limit kartu kredit hasanah®:

1) Classic
a) Kategori 1 = 4.000.000
b) Kategori 2 = 6.000.000
¢) Kategori 3 = 8.000.000

2) Gold
a) Kategori | = 10.000.000
b) Kategori 2 = 15.000.000
¢) Kategori 3 = 20.000.000
d) Kategori 4 = 25.000.000

¢) Kategord 5 = 30.000.000

“*BNI Syariah, * Hasanah Card” (Surabaya: BNI syariah, 2011), 26.



3) Platinum
a) Kategori 1 = 40.000.000
b) Kategori 2 = 50.000.000
¢) Kategorl 3 = 75.000.000
d) Kategorl 4 = 100.000.000
e) Kategorl 5 =125.000.000
Maximal 900.000.000
b.  Anoual membership fec”
1) Kartu utama
a) Classic =120.000
b) Gold = 240.000
¢) Platinum = 600.000

2) Kartu tambahan

a) Classic = 60.000
b) Gold = 100.000
¢) Platinum = 300.000

c Monthly Membership Fee®

1) Classic
a) Kategori 1 = 118.000
=177.000
b) Kategori 2 = 236.000
 Ibid,

S rbid
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2) Gold
a) Katcgori 1 = 295.000
=442.500
b) Kategori 2 = 590.000
= 737.000
¢) Kategori3 = §85.000
J) Platinum
a) Kategori 1 = 1.180.000
= 1.475.000
b) Kategori 2 =2.212.000
= 2.950.000
c) Kategori 3 = 3.687.000
d) Kategori 4 = 26.550.000

7. Iuren Layanan Biaya Kartu Kredit Hasanah
a. Blaya Keterlambatan dan Over Limif*

1) Biaya Keterlambatan

a) Classic =25.000
b) Gold =50.000
¢) Platinum =75.000

2) Biaya Over Limit
8) Classic =25.000

b) Gold =50.000

52 Ibid,

53



c) Platinum = 75.000
. Timing Biaya Penagihan®
1) 1-29 Days
a) Classic = 15.000
b) Gold =35.000
c) Platipum =110.000

2) 30 - 59 Days

a) Classic =20.000
b) Gold =50.000
¢) Platinum = 160.000

3) 60 — 89 Days

a) Classic= 25.000

b) Gold = 65.000

c) Platinum = 220.000
4) 90 — 119 Days

a) Classic= 40.000

b) Gold = 100.000

c) Platinum = 340.000
5) 120 - 149 Dayy

a) Classic= 50.000

b) Gold = 120.000

c) Platinum =410.000

3 rbid

54
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6) 150 — 179 Days

a) Classic = 60.000

b) Gold =150.000

c) Platinum = 480.000
7) 180 Days

8) Classic = 320.000

b) Gold = 800.000

c) Platinum =2.800.000

8. Biaya lain-lainnya
1. Biaya penggantian kartu yang rusak/ hilang/ dicurl untuk kedua kall
Rp.45.000,-

2. Biaya penarikan tunai setiap melakukan di ATM Rp.25.000,-

3. Biaya transfer regular Rp.3.000,- Transfer Balance (khusus)
Rp.5.000,-

4. Biaya permintaan salinan sales draft Rp.30.000,-

5. Biaya salinan tagihan Rp 5.000,- (setelah 3 bulan).

6. Biaya administrasi, materai Rp3.000,- (Rp.250.000,- s/d

Rp1.000.000,-) Rp 6.000,-(diatas Rp.1.000.000,-).

B. Proses Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card
Proses penerbitan kartu kredit hasansh card bermula pada scbush
pembuatan perjanjlan pada kartu kredit hasanah card yang dibuat olch 13NI

Syariah bersumber dari  fatwa  DSN-MUL  Dalam  fatwa  DSN-MUI
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No0.54/X/DSN-MUI/2006 tentang syariah card dijelaskan mengenal berbagal
macam ketentuan. Ketentuan terscbut menjadi acuan BNI syartah dalam
menerbitkan kartu kredit hasansh card. Dengan adanyn ketentuan tersebut
maka BNI syariah menerbitkan kartu krodit syartah dongan mombuat  draf
semua yang berkaltan dengan kartu kredit hasanah card tersebut, Termasuk
dalam proses perjanjian-perjanian yang akan menjadl kescpakatan darl pihak
yang akan menjadi pemegang kartu (cand holder ) dan plhak bank schagal
penerbit kartu,

Sctelah draft semua itu dibuat oleh bank maka di ajukan ke divisi
hukum yakni bagian kesekretariatan, dahulu bagian ini dikenal dengan
pengelola hukum. Dengan adanya persetujuan dari divisi hukum maka pihak
bank langsung menuju ke bagian Badan Pengawas Syariah (DPS). Dimana
Dewan Pengawa Syariah adalah badan yang mengawasi jalannya operasional
bank schari-hari agar selalu sésual dengan ketentuan syariah. Setelah itu
langsung mempresentasikan produk kartu kredit hasanah card ke Bank
Indonesia, kemudian baru bisa beroperasi.

Kartu kredit hasanah card telah resmi menjadi produk bank BNI maka
bisa memasarkan produk ini ke seluruh penjuru. Ketika pemasaran kartu
kredit hasanah card besar kemungkinan banyak masyarakat yang tertarik
untuk meiliki kartu ini. Masyarakat bisa mempunya kartu kredit hasanah card
dengan cara mendaftarkan dirinya sebagai nasbah pemegang kartu. Dengan
cara datang terlebih dahulu ke BNI syariah untuk mengajukan kartu kredit

hasanah terlebih dahulu proses yang harus dilakukan adalah:



1) Calon nasabah datang ke BNI Syariah bagian CS (Customer
Servise) untuk mendapatkan formulir aplikasi kartu kredit
hasanah.

2) CS (Customer Servise) memberikan petunjuk-petunjuk pengisian
formulir aplikasi BNI Hasananh Card.

3) Nasabah mengisi formulir kartu kredit hasanah yang tclah
disediakan oleh bank disertai dengan mclampirkan syarat
kelengkapan lair;iiya yang berupa:

a) Foto copy KTP/Paspor

b) Bukti penghasilan asli

c¢) Foto copy akta pendirian /SIUP/TDP
d) Surat izin profesi-

Selain itu pada formuiir ini ditulis data pribadi pemohon
Informasi pckerjaan, keuangan, jenis kartu yang dikchenduki
dalam jumlah pembiayaan yang diinglnkan. Kemudlan semua
berkas tersebut discrahkan ke ('S (Customer Scrvise).

4) CS (Customer Scrvise) memeriksa pessynratan dan melakukan
wawancara dengan nasabah scrta mencatat nomor reglistrasl kartu
kredit hasanah.

Selain itu juga harus memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada

yaitu persyaratan, kuasa, dan persetujuan meliputi:

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada

syarat-syarat dan ketentuan dalam buku petunjuk Layanan hasanah Card dan

ketentuan lainnya yang berlaku di BNI bila permohonan ini disetujui dan
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menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah

benar.

Untuk kepentingan penerbit Hasanah Card dan sclama menjadi

pemegang Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan / atau

persetujuan kepada BNI untuk :

a.

Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari
pihak manapun.
Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberikan

alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI
tidak dapat dikembalikan.

Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam
kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya scbagai pemegang kartu
den® " kepentingsn investigasl " sehubungan = dengen terjadinya
penyalahgunaan terhadap kartu ini.

Memblokir/mendebet/mencairkan  rekening kartu, giro, deposito
ataupun tdbungan saya yang ada di BNI Syariah balk yang tclah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesalkan kewajiban
saya yang timbul darl penggunaan kartu (Kartu Utama maupun Kartu
Tambahan), dengan mengesampingkam berlakunya ketentuan pasal
1813, 1814, dan 1816 KUH Pcrdata.

Menggunakan,  memanfantkan  dan  menginformasikan  data
pribadi/informasi pemegang kartu kepada plhak laln yung bekerjasama
dengan BNI Syarfah dalam kaitannya dengan penyclenggaruan program-

program komersional atau non komersional.
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Menginformasikan pada pemegang kartu mengenai produk, program
dan kegiatan lainnya schubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas,
dan/atau layanan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu melalui media
tulisan, telepon, dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang
timbul dari penggunaan kartu, saya bersedia sccara sukarela untuk
menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syari’ah dan
memberikan kuasa kepada BNI Syari’ah untuk mengkompensasi,
menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menycelesaikan

seluruh kewajiban saya.

Rahwa apabila aplikast Inl divotwul, dan kartu sudnh dinktikon
oleh pemegang kartu maka tclah terjadl akad.

Berkenaan dengan  hal-hal tersebut  diates, dengan inl - saya
membebaskan BNI Syari’ah darl scgala tuntutan hukum dengnn gugatun
dari pihak manapun.

Apablla dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat
dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maks saya bersedla untuk
mempertanggungjawabkannya scsuai ketentuan hukum yang borluku.

Ketika terjadl  pelanggaran atas persyaratan,  kunsa, dan
persetujuan tersebut di atas, maka scgala tuntutan hukum berlaku sesual
dengan persctujuan yang telah discpakati. Apabila hal ini terjadi maka
secara otomatis keseluruhan hak dan kewajiban menjadi anggota nasabah

diberhentikan.



BABI1V
ANALISIS TENTANG PENERAPAN KLAUSULA BAKU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. Penerapan Klausula Baku Pada Penerbitan Kartu Kredit BNI Syari’ah
Hasanah Card Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen
Di dalam dunia bisnis, misalnya perdagangan dan perbankan, muncul
kecenderungan menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku (kontrak
baku), berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah
ditentukan secara sepihak isinya dengan maksud digunakan secara berulang-
ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontrak
standar (perjanjian baku) secbagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak
perusahaan yang tidak memungkinan untuk dinegosiasikan lagi, dan scbagian
lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak
konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.
Sectelah melakukan penelitian secara langsung di bank BNI Syari’ah, dapat
dilihat Perbandingan penetapan aturan pencrapan perjunjian baku di bank BNI
Syari’ah dengan undang-undang perdindungan konsumen nomor 8 tahun 1999

bab V ketentuan pencantuman klausula baku berikut ini:

60
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l. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan kalusuls baku pada

setiap dokumen dan perjanjian apabila:

a.

b.

d

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyornhan kembali
barang yang dibeli konsumen.

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen.

Menysatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

Menagatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang

dibelinya.
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h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan.

i. hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran,
Penerbitan kartu kredit BNI Syari’ah, ketentuan persyaratan, kuasa, dan

persetujuan bank BNI Syari’ah.

Untuk kepentingan penerbil Hasanah Card dan sclama menjadi pemegang

Hasanah Card, Bank BNI Syari’ah secbagai pelaku usaha dalun menawarkan

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau

mencantumkan kalusula baku pada sctiap dokumen darvatau perjanjion, meliputi;

1.

Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan informasi dari  pihak
manapun.

Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberikan
alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI tidak
dapat dikembalikan.

Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya
dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang kartu dan kepentingan
investigasi schubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu ini.

Memblokir/mendebet/mencairkan rekening kartu, giro, deposito ataupun
tabungan saya yang ada di BNI baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dan

penggunaan kartu (kartu utama maupun kartu tambahan), dengan
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mengesampingkam berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH
Peniat&‘
5. Mengpgunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi
pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah
. dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersional atau
non komersional.
6. Menginformasikan paeda pemegang kartu mengenai produk, program dan
kegiatan lainnya sechubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan layanan
BNI Sywsi'ah kepada pemegang kartu melalui media tulisan, telepon, dan

modis lainnys (elektronik maupun non elektronik).
Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul

dari penggunaan kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta
kekayaan milik saya kepada BNI Syari’ah dan memberikan kuasa kepada BNI
Syari’ah untuk mt'angkompensasi. menjual atau mencairkan harta kekayaan
tersebut guna menyelesaikan scluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan olch
pemegang kartu maka telah terjadi akad. Berkenaan dengan hal-hal tersebut
diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syani’ah darn segala tuntutan hukum
dengan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian han terdapat data, keterangan scrta surat dokumen
untuk aplikasi ini tidak bemar maka saya bersedia untuk mempertanggung

jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Pencantuman klausula baku dalam formulir aplikasi Hasanah Card BNI
Syari’ah kejelasan penulisan aturan tidak bisa mencakup kemampuan seluruh
nasabah (pihak konsumen baik muda ataupun tua), dikarenakan lctak dan bentuk
tulisan yang terlalu kecil, sehingga tidak terlihat secara jelas.

Dari pernyataan diatas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan
Konsumen setidaknya memberikan perlindungan terhadap konsumen, begitu pula
halnya yang menyangkut meteri Undang-Undang Perlindungan Konsumen
mendapat tanggapan yang cukup rensponsif dari pendapat para sarjana mengenai
keabsahan pesjanjian baku yang memiliki keperdulian akan penegakan
Perlindungan Konsumen.

Kenyataan menunjukkan behwa kecenderungar: perkembangan perjanjian
adalah dan lisan kebentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian
tertulis yang dibakukan, perjanjian baku atau perjanjian standar diterapkan oleh
bank BNI Syariah dalam penerbitan kartu kredit syariah hasanah card, hal ini
tampak pada formulir aplikasi Hasanah Card serta syarat dan ketentuan umum
yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha (BNI Syariah). Berkas
formulir aplikasi hasanah card terdiri dari : pernyataan dan persetujuan nasabah
teskait tabungan hasanah card.

Jika dikaitkan dengan ciri-ciri perjanjian baku menurut hukum
perlindungan konsumen maka jelas bahwa formulir pada aplikasi Hasanah Card
telah memenuhi ciri-ciri perjanjian baku, di antaranya:

1. Perjanjian berupa bentuk tertulis yang sudah di bakukan.
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2. Syarat-syarat (isi) perjanjian ditentukan oleh pengusaha.
3. Format perjanjian dibakukan.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak.

S. Menguntungkan bagi pengusaha >

Kalimat pernyataan yang termuat dalam formulir aplikasi Hasanah Card
dibuat secara tertulis berupa akta di bawah tangan. Pasal 18 ayat (2) undang-
undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen
mengatur tentang pencantuman klausula baku. Pasal tersebut berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula boaku yang letak dan bentuk
penulisannya sulit terlihat dan pengungkapannya sulit dimengerti”

Hal ini. dimaksudkan untuk menghindan terjedinya peaipuen sehinggs
konsumen lidak dikelabui dengan isi perjanjiandengan  adanya ketentuan i
membenkan kejelasan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak selain itu pelaku
usaha maupun koﬁsumen akan terhindar dari segala yang akan mengakibatkan
kerugian antara kedua belah pihak.

Bahwa prinsipnya Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak
melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula
baku atas setiap dokumen selama perjanjian baku lgmbul tidak mencantumkan
ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Perlindungan

Konsumen.

** Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Prakeek, hal. 6
**Undang-undang Pesfindungan Konsumen 1999, Undang-undang Nomor &8 Tahun 1999, Cet . 6
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal.13



Dalam formulir aplikasi Hasanah Card menggunakan huruf yang kecil
dengan kalimat yang relatif panjang. Rumusan informasi yang sangat padat
membuat ketentuan-ketentean yang tertulis dalam formulir aplikasi Hasanah
Card sulit dipahami oleh konsumen dalam waktu yang relatif singkat, Menurut
Pak Bamo Sudarwanto, Pimpinan bidang Operasional Bank BNI Syariah
mengatakan apabila konsumen mengalami kesulitan dan kebingungan dalam
memahami isi klausula yang tercantum pada formulir aplikasi Hasanah Card
maka konsumen bisa menanyakan kepada petugas bank BNI Syariah.

Sedangkan dalam tahap negoisasi mengenai syarat-syarat perjanjian yang
termuat dalam formulir aplnkas: Hasanah Card serta syarat dan ketentuan umum,
pelaku ‘usabia ‘memberikan’ formulir ‘yang teiah siap 'di’tandatangani oieh
konsumen. Apabila konsumen menyetujui syarat-syarat perjanjian tersebut, maka
konsumen menandatangani formulir tersebut, sebaliknya jika konsumen tidak
menyetujui dengan isi/syarat-syarat perjanjian tersebut maka pelaku usaha tidak
akan mengabulkan permintaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas Hasanah
Card %

Menurut Pak Bamo pelaku usaha (Bank) tidak akan melakukan
negoisaasi dengan satu persatu. Jika di cvaluasi temyata ada syarat dengan
jumiah konsumen terhadap klausula baku maka bank akan mengubah atau yang
memberatkan konsumen kesalahan Peranjian baku yang di rancang olch

pengusaha akan menguntungkan bagi sipelaku usaha yang berupa ¢

%Barno sudarwanto, wawancara, Surabaya, 25 Maret 201 )
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1. Peclaku usaha dapat menghemat waktu, tenaga dan baya karena udak perlu
menghabiskan waktu yang lama, biaya dan tenaga yang banyak karcna
perjanjian yang ada didalam formulir aplikasi Hasanah Card telah dsbuat
dalam bentuk baku.

2. Praktis karena sudah terscdianya naskah yang di cetak berupa syt dan
ketentuan umum dan formulir aplikasi Hasanah Card yang sip di 1s1 dan
ditandatangani.

3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan
menandatangani formulir yang telah di berikan kepadanya.

Scbaliknya  perjanjian tersebut cenderung merugikan konsumen
(Pemegang Hasanah Card) :

a. Konsumen kesulitan membaca dan memahami isi klausula baku dalam waktu
yang relative sangat singkat, karena huruf yang digunakan olch pelaku usaha
sangat kecil.

b. Konsumen tidak dapat melakukan negoisasi dengan pelaku usaha karena isi
perjanjian telah dibuat sebelumnya.

Perjanjian yang di buat oleh BNI Syariah berupa formulir aplikasi
Hasanah Card dapat di tinjau dani undang-undang no.8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Untuk melihat apakah Penerapan Perjanjian Baku
dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah oleh Bank BNI Syariah sudah
tepat atan tidak, kita dapat membandingkan dengan Undang-undang

perlindungan konsumen pasal 18 yang mengenai pencantuman klausula baku.



68

Apabila klausula klausula tersebut cocok dan tidak bertentangan dengan Undang-
undang perlindungan konsumen, maka penerapan perjanjian baku olch bank BNI
Syanah sudah tepat. Apabila schaliknya maka pencrapan tersebut berarti belum
tepat dan harus diperbaiki.

Dari semua klausula yang terdapat dalam formulir aplikasi Hasanah Card
dan syarat kctentuan umum tentu idak scmuanya, karcna banyaknya klausula
yang tercantum dan keterbatasan pengetahuan  penulis.  Penulis  akan
membandingkan salah satunya klausula yang cenderung merugikan konsumen.
Klausula terscbut menyatakan bahwa dengan menandatangam aphikass i saya
tunduk pada syarat-syaral dan ketentuan dalam buku petunjuk layanan hasanah
card: pasal 18- ayat (1) huref g undang-undang 0o % b’ 999 0cnieng
perlindungan konsumen, melarang menyatakan tunduknya konsumen kepada
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan
lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa

Jadi pada penerapan bank BNI Syariah masih menggunakan klausula baku
dan hal ini menyimpang dari aturan-aturan yang tclah ditctapkan didalam

undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999
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B. Penerapan Perjanjian Bako Pada Penerbitan Kartu Kredit BNISyari’ah
Hasanah Card Ditinjau Dari Hukum Islam
Islam menganjurkan dalam bermuamalah agar tidak bertentangan dengan
pmsip-prinsip syanah, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada saat ini
menjadikan hukum islam untuk selalu rensponsif dan antisipatif terhadap segala
perkembangan hukum islam. Namun tentunya tidak lantas meninggalkan prinsip
* dasamya, prinsip dasar yang dimaksud seperti menghindarkan kemafsadatan bagi
manusia karena tujuan disyaratkannya hukum islam adalah dalam rangka
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta dan kehormatan, maka
ketika bertransaksi juga harus dilandasi saling meridlai sebagaimana tidak dibuat
suatn aqad melainkan dengan keridhaan. Kemauan dalam bertransaksi muncul
dan sebuah kesadaran dini, telah dijelaskan dalam surat An-Nisa’ : 29

~f o, 9

588 of Wi YT, vy (Sl el Ty il ity
vyl t , P Eo Pgv o~ t » -, [

5 ’.' '-K"[\‘-n’ "'hﬂ‘ :__ - - .l,_.,s,:-

L‘).’J‘.igu mu,ri_.u 9as Yy ypfu.r—)_g

Har orang-orang yang bermman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta
sesamamu dengan julan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan jangantal kama membunh
dirumu Sesungguhnya Allah adulah Aksha Penyayang kepadani®’

Ayal tersebut menjclaskan bahwa tidak boleh mencan keuntungan dengan
cara bathil, melainkan harus dilakukan dengan cara suka sama suka, mengaminl

harta dengan cara haram  yakni mengandung unsur pempuan, berlebih-lebihan

dalam memperoleh kekayanan.

57 Depag RI, AI-Qur ‘an dan Terjemah, hal 210
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Disyaratkan pada perjanjian yang wajib dihormats dan dipenubn adalah

sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syanatyang discpakat.

2. Harus sama ndla dan ada pilihan.

3. Harus Jelas dan Gamblangi tidak samar dan tersembunyi.**

Hal ini menjelaskan bahwa pelzku usaha boleh melakukan apa saja ketika
menawarkan atau mempromosikan suatu produk umum melalui berbagai cara
misalnya: media. Iklan, dll. Dalam melakukan kegiatan tersebut tidak berlebihan
dan melampaui batas seperti melakuakan perjanjian yang merugikan.

Islam melindungi hak milik dan individu scbagai manusia. Schingg hak
milik merupaka hak milik yang aman dan terjamin, serta kewajiban memelihara
kebesamaan, dalam hal ini ajaran agama islam memberikan perlindungan kepada
konsumen untuk memperoleh haknya yang telah di rugikan pelaku usaha.
Kewajiban yang h@s dipenuhi oleh pelaku usaha akibat perbuatannya, dalam
hukum islam diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran
adanya cacat, bertanggung jawab merupakan hak yang harus di terima olch

konsumen atas kewajibannya yang telah diberikan produsen.

Chairuman Pasaribu, Suharawardi K Lubis, Hekum Perjangian Dalam Islamn, (Jakana Sinar Grafika,
2004), hal 3-4



Perbandingan selanjutnya adalah tentang penctapan aturan penerapan
perjanjian baku di bank BNI Syari’ah dengan asas-asas hukum perjanjian adalah:
a. Al-Hurriyah (kebebasan), Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam
hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjangian.

b. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan), Asas ini mensyaratkan bahwa
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang
sama antara satu dengan yang lainnya.

Proses penerbitan kartu kredit hasanah card bermuln pada sobuah

pembuatan perjanjian pada kartu kredit hasanah card yang dibuat olch BNI
Syariah bersumber dan fatwa DSN-MUIL.  Dalam fatwa DSN-MUI
No.54/X/DSN-MUI/2006 tentang syariah card dijelaskan mengenai berbagai
macam ketentuan. Ketentuan tersebut menjadi acuan BNI syariah dalam
menerbitkan kartu kredit hasanah card. Dengan adanya ketentuan tersebut
maka BNI syaﬁah menerbitkan kartu kredit syariah dengan membuat draff
semua yang berkaitan dengan kartu kredit hasanah card terscbut. Termasuk
dalam proses perjanjian-perjanian yang akan menjadi kesepakatan dan pihak
yang akan menjadi pemegang kartu (card holder) dan pihak bank sebagai
penerbit kartu.
Dan penerapan yang ada di Penerbitan Kartu Kredit BNI Syari’ah
kegiatan perbankan dalam mengaplikasikan produk jasanya tidak terlepas dan
proses transaksi dengan menggunakan perjanjian. Dalam istilah figh muamalah

perjanjian disebut dengan aqd atau agad. Di dalam Al-Qur’an setidaknya
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menyebutkan dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata-kata akad
(al_aqdu) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu ) kata secara etimologis berarti perjanjian,
perikatan dan pemufakatan (al-ittifaq). Al-Quran memakai kata ini dalam
perikatan dan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS.Al-Maidah ayat 1.

Sedangkan kata a/-‘ahdu secara etimologis berarti masa, pesan,
penyempumnaan dan janji atau perjanjian. lial ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an
Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isro ayat 34
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Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanyi dan janganiah

kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) 1u, sesudah mencguhkannya, sedung

kamu Telah menjadikan Allah sebagair saksimu (terhadap sumypxah-sumypahmu
itw). Sesungyruhnya Allah mengetahu apa yang kamu perbuar”®,

Ayat diatas mensyaratkan agar akad yang dilakukan bennt-benar berada
dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus
dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi
dalam bentuk kredit). Disamping itu perlu adanya saksi-saksi (syahadah), rahn
(gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Pencrapan perjanjian baku yang ditcrapkan olch bank BNI Syanah masth
tidak sesuai dengan hukum islam ditinjau dan asas-asas hukum islam seperti

halnya A/-Hurriyah (kebebasan) dimana Pihak-pihak yang meclakukan akad

* Depag RL, Al-Qur ‘an dan Terjemah, hal. 715



73

(pelaku usaha dan konsumen) mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian
(F'reedom of making contract), baik dari segi yang diperjanjikan (objek
penanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk
menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.  Al-Musawah
(persamaan atau kesetaraan) kedua belah pihak (Pihak bank dan konsumen )
yang melakukan perjanjian mempunyas kedudukan yang sama antara satu dengan
yang lainnya, pihak bank tidak boleh membeda-bedakan hak-hak dan kewajiban
atas konsumen harus setara, intinya hak dan kewajiban pihak bank dan konsumen

harus sama-sama diikuti dan dilaksanakan.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka
dalam penclitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas
beberapa maslah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai
berikut :

1) Dari Hasil Penelitian di Bank BNI Syariah bahwasannya penerapan perjanjian
baku pada penerbitan kartu kredit BNI syari’ah hasanah card yang di tinjau
dari. UU Perlindungan Konsumen pada pencrapannya yakni masih
menggunakan klausula baku dan hal ini menyimpang dari aturan-aturan yang
telah }ditetapkan didalam undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8
tahun 1999, yang mana syaral-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah
perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir
perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian,
dapat diketahui bahwa penjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh
bank.

2) Pencrapan perganjian baku yang ditcrapkan olch bank BN Syariah masih
tidak sesuai dengan hukum islam ditinjjau dan asas-asas hukum islam seperts
halnya Al-Hurrivah (kcbebasan) dimana Pihak-pihak yang mclakukan akad

(pelaku usaha dan konsumen) mempunyar  kebebasan  untuk  membunt
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perjanjian (Freedom of making contruct), baik dari segi yang diperjanjikan
(objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk
menentukan cara-cara penyelesaian bila tenadi sengketa.  Al-Musawah
(persamaan atau kesetaraan) kedua belah pihak (Pihak bank dan konsumen )
yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu
dengan yang lainnya, pihak bank tidak bolch membeda-bedukan hak-hak dan
kewajiban atas konsumen harus setara, intinya hak dan kewajiban pihuk bank

dan konsumen harus sama-sama diikuti dan dilaksanakan.

B. Saran
Seharusnya Bank BNI mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
didalam undang-undang perlindungan konsumen, nomor 8 tahun 1999 dan hukum
islam , sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum islam
setidaknya memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam ajaran agama
islam memberikan perlindungan kepada konsumen untuk memperoleh haknya
yang telah di di rugikan pelaku usaha. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh

pelaku usaha akibat perbuatannya, dalam hukum Islam diperbolehkan.
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